
1 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 contang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kerupei, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambaluw Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 385IJ;Undang-!Jndang Nomor LO 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang 
undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 43891; 

- 
l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 304 LJ, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ientang Pcrubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian (Len,baran Negara RepublikTahun 1999 
nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagau,,ana dim.aksud 
pada huruf a, maJo, pclalcsanaan dan mekanisme 
penggunaan dana tanggap darurat penanggulangan 
bencana, _perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 
Tehun 2012 tentang Penyelenggaraan Pm"nggulangan 
Bencana Sadan Pcnanggu!angan Bencana Oaerah 
Kabupaten Bekasi, pertu diatur lebih lanJut meng=ai dana 
tanggap darurat penanggulangan bencana; 

Menimbang 

BOPATI BEKASI, 

DANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BEil'CAllA 

TENTANO 

NOMOR tr TAHOlf ~g 1 

PERATURAK BOPATI BEKASJ 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 1entang 
Penyelenggaraan Penanggul.angan Bcncana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antera Pemerintah, 
Peme-rintahan Oaerah Provins.i. dan Pemerintahan Dserah 
Kabupaten/Kota (Lemba,an Negara Repubb1< Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737): 

10. Peraruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 1entang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembanruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48161; 

- 

8. Pemturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tent.ang 
Pedoma.n Pembinaan dan ~ga\lr~ Penydenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Undang·Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Beneana {Lcmbaran Negara Tabun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 

7. Peraruran Pemerintah Nomor ;;a Tahun 2005 ceniang 
Pengdolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta.bun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tem:ang Keuangan 
",tgara (Lembaran N,gara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355): 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'fahun 2004 Nomor 125, Tambahan L=Jbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), seb.agaim..a.na telah diubab 
beberapa kali, terakhir dengan Undang·Undang Nomor U 
Tahun 2008 tenrang Perubahan KeduaAtas Undang·Undang 
32 Tab= 2004 tentang Pemerintaban Daerah (Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 
48441: 
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3. Bupati sdalah Bupati Ikkasi. 

l. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

2. Pemerinlah Daerah adalah Bupati dan perangkar Oaerah sebagai unsur 
penyclenggara Pemenntahan Daera.h. 

Dalatn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud de.ogan: 

Pasal I 

BAB I - 
PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TANOGAP DARURAT 
PENANOOULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BEKAS! 

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Pt:n:tru..ran Pw!menntah :".omor 22 Tahun 2008 tentang 
~ndru,,;an dan Pengelolaan Bant .. ran Bencana [l.embaran 
N<g,ilra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 
Sena Lembaga lnternasional dan Lembaga Asing Non 
Pemcrintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4830); 

14. Peracuran Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 

15, Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
tcnrang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraruran Mcnteri Dalatn Negeri Nomor 21 Tahun 20 U 
cemang Perubahan Kedua atas Peraturan Mente:ri Oalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Penge!olaan 
Keuangan Dacrah: 

16. Peraturan Daerah PrO\insi Jawa Baral Nomor 2 Tahun 2010 
tentang l'enyelenggaraan PenangguJangan Bcncana 
(Lcmbaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E. Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 69): 

17. Pcraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Beneana (kmbaran 
Daerah Kabupatcn Bekasi Tahun 2012 Nomor 2): 
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Ill Pemerintah Onerah mengalokaslkan dana tanggap darurat pada APBO. 

12) Yang dimaksud keadaan darurat harus memenujn kriteria sebagai beriku1: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivttas pemcrintah daerah dan 
tidak dapat diprcdik.sikan sebelumnya; 

b. tidak diha.rapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendah dan pengaruh pemerintah daerah: dan 
d. mcm.iliki dampak yang signifikan terbadap anggaran dal.am rangj<a 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat, 

Pasal 2 

DANA TANGOAP DARllRAT 

BAB II 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah, yang selanjutnya disingka, 
APBO, adalah APBO Kabupaten Bekasi. 

Bencana adalah perisnwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonaJ.am maupun fa.kt.or manusia 
sehingga menga..kibat.kan ti.mbulnya korban ji"'a manueia, keru.sak.an 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak pslkologis. 

Bcncana alam adalah bcneana yang diakibatkan eteh pcnstiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diseba.bkan oleh alam antara lain berupa gempa 
bumi, tsunami, gunung melerus, banjir, kekermgan, angin topan, dan tanah 
Jongsor. 

10. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa 
keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka wakru yang belwn pasti scbagai 
akiba; dampak buruk bencana, 
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Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupatm Penanggulangan Bencana 
Oaerah Kabupatcn Bckasi, secara ex-officio dijabat oleh 5':kretaris Daerah 
Kabupateo Bekasi. 

Kepala Pe!aksana BPBO adalah kcpala yang memimpm unsur pdaksana 
padaBPBO. 

BelanJa Tidak Tcrduga adalah merupakan belaaja unruk mcndanai kegiatan 
yang sifatnya tidal< biasa atau tidal< diharapkan terjadr berulang, sepern 
kebu tuhan tanggap darnrat beneana, penanggulangan bcneana aJam. dan 
be-nce na sosial, yang tidak teruunpung dala!n bentuk program dan ktgiatan 
pada tahun anggaran 2013, termasuk pcngcmbalian atas kdebiban 
penerimaan daerah tahun-rahun sebelumnya. 

6. 

Badan P<nanggu]ang;m Bm<ana Daerah Kabupaten Bekasi, yang 
sdan.iutnya disebut BPBD adalah saruan kcl)a perangkat Dacrah yang 
metaksanakan ~gas clan fu.ngs., penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
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Kepala Pelaksana BPBO bcrtanggungjawab secara fisik dan kcuangan terbadap 
pen.ggunaan dana tanggap darurat bencana yangdikelolanya. 

Pasal 6 

e, Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme 
Tambah Uang (l'UJ. LS dan diserahkan kepada Bendahara Pengduaran BPBD; 

d. Peoggunaan dana tanggap darurat bencana d!catat pada Buku Kas Umum 
tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Bidang Kedaruratan Bencana. 

b, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat beneana kcpada Kepala 
Peteksene BPBO paling lambat l (saru] hari kerja terhitung sejak diterimanya 
RKB; 

a. Setclah pernyaraan tanggap darurat bencana oleb Bupati, Kepala Pelaksana 
BPBD mengajukan pennintaan dana tansgap darurat dengan melampirkan 
paling sedikit Rencana Kebutuhan Belanja (RKBJ ranggap darurat bencana 
kepada PPKD, selaku BUD; 

Tata cara pelaksanaan. pcnatausahaan, dan pertanggungjawaban betanja 
keburuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

PasaJ s 
Mf:KANISME PENCAIRA}I DANA TANGGAP DARURAT 

BAB Ill 

b keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lcbih besar bagi pemerintah daerah dan uu,syarakat; 

c. belanja kcbutuban tanggap darurat bencana .)'8J\g dilakukan dengan 
pembebenan langsung pada belanja tidak terduga. 

oan,, canggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (II banya 
dJ&Unakan untuk kepertuan mendesak scbagaimana diontaranya : 

a. program dan kcgiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 
teTSCdia dalam tllbun anggaran berjalan; 

Pasal 4 

Da1atn ktadaan darurat. Pnnmnmh Dattah dapat mclalrukan pertgcluaran 
yang belum tersedia angganumya, yan& ""lanjumya diu~ dalam 
raneangan perubahan Anggaratl Pendapatan dan &lal\ia Daerah. 
Pendanaan keadaan darurat yang bclum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pad a aya, (I) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 

(I) 

Pasal 3 
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a. penearian dan peny~lamatan korban bencena: 
b. pcrtolongan darurat; 
c. evakuasi korba:n bencana: 
d. kebutuhan air bersi.h dan sarutasi; 
e. kebutuhan pangan, sandang; 
f. pelayanan kesehatan dan penampungan: 
g. tempat hunian sementara: 
h, perbaikan sarana dan prasarana umum darurat. 

Belnnja kebutuhan dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam 
PasaI 4 digunakan hanya untuk : 

Pasal ro 

b. mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam. pemenuhan kebutuhan 
dasar. 

a. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyiapan dan pcnycdiaan sumber daya 
sedekat mungkin dengan loka.si rawan bencana; 

Strategi penyelenggaraan pemberian pemenuban banruan keburuhan dasar, 
adalah: 

Pasal 9 

b. membcrikan penjaminan penggunaan dana uu,ggap darurat untuk pcmenuhan 
hak masyamkat korban bencana dan pengungsi yang terkena bencana 
l<'~.tama pelayanan kebutuhan dasar secera adil dan sesuai deogan standar 
minimal, 

Kebijakan daJam penggunaan dana tanggap darurat, meliputi : 

a. penanggulangan bcncana dilaksanakan sceara terpadu dan terkoordmasi yang 
melibatkan seluruh potcnsi pemerintah, swasta dan masyarakat, bail< pada 
tahap prebencana, saat terjadi bencana maupun pascabencana; 

Pasal 8 

KEBIJAKAN DAN STRATEG! 
PENGGUNAAN DANA TANGGAP OARURAT BENCANA 

BAB IV 

P,,rumggungµ, .. .t,an a= penggunaan dana tanggap darurat bencana disamprul<an 
oleh Kepala Pelalcsana BPBD kepada PPKD dcngan melampu'lran bukti-bukti 
pengcluaran yang sah dan Jengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja. 

Pasa17 
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Bantu an nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 buru! c, dJberikan 
kepada korban bencana dala.m status pengungsi ditempat hunian scmcntara pada 
pasea tanggap darurat, dalam benruk : 

a. peralatan masak dan makanan; 
b. kompor, bahan ba.kar, dan penerangan; 
c, alat .. alac dan perkakas wimk memperbaiki bunian sementara. 

Pasal rs 

(2t Bantuan pangan kelompok rentan dibenl<an dalam bentuk khusus. 

'1) Bantuan pangan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 12 huruf b, dibcrikan 
dalam be.ntuk bahan makanan, atau masakan yang dixd.iakan oleh dapur 
umum; 

Pasal 14 

Bantuan penllmpungan/hunian sementara sebagaima.na dimaksud dalaJn PasaJ 
12 huruC a, dibenl<an dalam bcntuk tenda-tenda, bam.k, atau gedung olah raga, 
baJai desa, den sebagainya. yang memunglcinkan untuk digunakan sebagai tempa; 
tinggal sementara. 

Pasa.l 13 

Jcnis bantuan pemenu.han kebutuhan da.sar-, adalah : 

a. bantuan penampungan/bunian sementara: 
b. banruan pangan: 
c. bantuan nonpangan; 
d. bantuan sandang; 
e. bantuan air bersih; 
r. bantuan air min um: 
g, bantuan sanitasi: 
h. bantuan pelayanan kesehatan: 
l, bantuan pencarian, penyelarnatan dan evakuasi; 
j. banruan perbaikan sarane dan prasarana umum darutaL 

Pasal 12 

BANTUAN PEMENUHAN KEBt.TTUHAN OASAR 

BABV 

Pt!nggun....n d..na c.nggap darurat sebagaunana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai 
standar pelavanan mirtitnal dan berpedotnan pada tata cara pemberian bantua.n 
pemenuhan keburuhan dasar dan perbaikan sementara sarana dan prasarana 
um.um darurat sesuai ketentuan peraturan pcnmdang·undangan. 

Pasal II 
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Banruan perbaikan saran.a dan prasarana umum darurat sebaga.imana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf j. dilaksanal<an sesuai ketentuan perundang-undangan, 

Pasal 20 

Bantu an pencarian, penyelamatan dan pencarian korban bencana sebagaimana 
dlmaksud dalam Pasal 12 huruf I, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang 
undangan. 

PasaI 19 

a, eedera; 
b. kesehatan reproduksi; 
c. aspek kejiwaan dan sosial kesehatan; 
d, penyakit kronis. 

(3) Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi : 

a. pencegahan umum; 
b. pencegahan campak; 
c. diagnosis dan pengelolaan kasus: 
d. kesiapsiagaan kejadian luar biasa (KLB); 
e. deteksi KLB, penyelidikan dan tanggap; 
t. HIV I AIDS. 

a. pelayanan keschatan dasar: 
b. pelayanan kesehatan klinis. 

(2) Bantuan pengendelien penyakir menular, meliputi : 

Ill Bantuan pelayanan kesehatan umwn sebagaimana dunaksud dalam Pasal 12 
hurur h, meliputi : 

PasaJ 18 

a. banruan air beraih; 
h. bantuan air m.inum; 
c. banruan sanltasr. 

Bantuan air borsih, air minum dan sanitasi seba.gaimana dimaksud daJam Pasal 
12 huruf f, e dan g. diberikan bagi korban bencana, terdiri dari : 

Pasal l 7 

a- perlengkapan pnbadi: 
b. kebersihan pn"bruli. 

8».ntuan sandang sd>agaimana dunaksud dalam Paw 12 huruf d, diberikan bagi 
korban bencana. ,..-c1iri dari : 

Pasal 16 



(3J Laporan Penanggungia·•·aban dJ.sampaikan kepada Bupati. 

f2) Pertanggungjawaban pcn£gUnaan dana penanggulangan bencana pada saat 
tanggap darurar benaula dtperlalmkan secara khusuo eesuei deogan kondisi 
kedaruratan dan dil,dcsanakan sesuai dcngan prinsip akuntabilitas dan 
transparansi, 

(II Laporan pertaoggrmgJawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, balk 
kcuangan maupun Jonerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling 
lambat 3 (tlga1 bulan ... teteh masa tanggap darurat, 

Pasal 25 

Pemerintah Daerah m¢lakoanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan 
banruan pada tanggap darurat penanggulangan bencana. 

Pasal 24 

(2) lnstansi/ lembaga terkait bersama BPBO melakukan pengawasan tethadap 
penyaluran banruan <lana yang dilakukan oleh masyarakat kepada kocban 
bencana. 

(11 Pemerintah daerah, BPBD sesuai dengan kewenangannya mclaksanakan 
pengawasan dan laporan penanggungjawaban terhadap pengclolaan dana 
dan bantuan penanggulangan bencana. 

Pasal 23 

PENOAWASAN DAN LAPORAN PERTANOOUNO JAWABAN 

BABVH 

[3) BPBD bermgas mencrima dan menyalurkan bantuan kepada korban 
bencana, 

(2) 

Berdasarkan hasil penilaian cepat atau rapid a.o;..sessmenr, BPBO monenrukan 
upaya jenis dart jumlah kebutuban dasar yang diperlukan, untuk 
disampaikan kepada pihak yang akan meo,berikan bantuan. 

Bantuan dari masyarakat dapat diberikan mclalui BPBD atau lang,;ung 
kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BPBO. 

fl I 

Pasal 22 

pengorganisasian atau tata cara pembenan semua jenis banruan dikoord.inasikan 
ol<h Kepala Pelaksana BPBD. 

Pasal 21 

PENYELENGGARMN PEMBERJAN BANTUAN 

BABVI 
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- 
EN~ANAH YASIN t I Hj. 

Ditetapk.an dr Cikarang Pusat 
pada tanggat n::-.-=~ 21,12 , 

~ j BUPATJ BEKAS!.A 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

~~ setiap orang dapat mengetahuinya, memerintab.kan pcngundangan peraruran 
uu dengan penempatannya dalam Serita Oacrah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 28 

Hal-hal yang belum cl.lkup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebib lanjut oleh Kepala Pdaksana 
BPBD Kabupaten B<kasi. 

Pasal 27 

BABVtn 

KETENTUAN PENtrrUP 

Semua Japoran pertanggung jawahan tarl.8&'.lP darurat pe.nanggulangan bencece, 
baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuat ketentuan peraruran 
perundang-undangan. 

Pasal 26 


